LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KANIGORO,
Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
i Kanigoro Nomor 7 Tahun 2023;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan
Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

& Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai
dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor :
94/KPTS/2023 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2024
Kalurahan Kanigoro tertanggal 28 Desember 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;




Mengingat :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang- Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah [stimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094},




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daecrah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7),

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada
Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Nomor 80);




17.  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

18.  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
Nomor);

19.  Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kanigoro Tahun 2018-
2024 (Lembaran Kalurahan kanigoro Tahun 2018 Nomor 10);

20.  Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan
Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 6;

21.  Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kanigoro
Tahun 2023 Nomor 4) ;

22.  Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan
Kanigoro Tahun 2023 Nomor 7.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KANIGORO
dan

LURAH KANIGORO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp 3.251.493.800,00

2. Belanja Kalurahan Rp  3.533.852.963,00 -
Surplus/Defisit Rp (282.359.163,00)




3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 282.359.163,00

b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 0-

Selisih Pembiyaan ( a — b) Rp 282.359.163,00
Rp.

SilPA tahun anggaran berjalan 0

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran
jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.




Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan
Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada
Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini
dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro
_pada tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan di Kanigoro
pada tanggal 29 Desember 2023




LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN KANIGORO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDas Awal

KODE REK URAIAN "‘:":‘:‘" KETERANGAN
1 2 3

4, PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Asli Desa 482 §75.000,00

472 Pandapatan Transfer 2.751.118.800,00

43 Pandapatan Lain-iain 7.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 3.251.493.800,00

5. BELANJA

51 Balan@ Pegawa 945.216.852,00

5.2 Belanja Barang dan Jasa 875.017.938,00

53 Balanja Modal 1.623.890.473,00

54 Belanja Tidak Terduga B9.627.700,00
JUMLAH BELANJA 3.531.852.963,00
SURPLUS | {DEFISIT) (262.358.163,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1 Penerimaan Pembiayaan 282.358.163,00

811 SILPA Tahun Sebelumnya 2B2.358.1683,00
PEMBIAYAAN NETTC 282 359.163,00

SISA LEBIH PEH._l‘FMN ANGGARAM

I 777 57




LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KANIGORO
NOMOR T TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELAMJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO

TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : APBDes Awal
H::E:ﬂ URAIAN m‘ ) N SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 492 875.000,00
42 Pendapatan Transfer 2.751.118,800,00
43 Pendapatan Lain-lain 7.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 3.251.493.800,00
5
1 1.660.189.113.00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.076.219.870,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunangan Kepala Desa 50.400.000,00 | ADD, PAD
1101 | 51 Balanja Pegawai §0.400.000,00
1.1.02 Panyedman Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 77B.260.000,00 | ADD, PAD, PBH
1102 | B4 Betanja Pegawal 778.260.000,00
1.1.03 Penyedusan Jaminan Sosial bagl Kepala Desa dan Perangkal Dess 50.859.072,00 | ADD
1103 | 51. Belanja Pagawai 50,859.072,00
1.1.04 :r}'mopurmm Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 76.581.338,00 | ADD, DLL, PAD, |
1104 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 76,581 338,00
1.1.08 Penyediaan Tunjangan BPD 65.100.000,00 | ADD, PAD, PBH
1108 | 51 Belanja Pegawni 65.100.000,00
1106 Penyediaan Operasional BPD (rapal, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 19.032.780,00 | PAD, PBH
m, Listrik dil)
1.1.08 | 5.1. Betanja Pegawal 597.780,00
1.1.06 | 52 Betanja Barang dan Jasa 7.835.,000,00
1.1.08 | 53 Baelanga Modal 10.500.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentf/Operasional RT/RW 35 986 680,00 | PAD, PEH
1.1.07 | 52 Belanja Barang dan Jasa 35 986.880,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 65.245.000,00
1202 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2024500000 | PAD
1202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 20.245.000,00
1280 Pengadaan Peralatan Kerja 1200000000 | PAD
1280 | 53 Belana Moaal 12.000.000.00
1281 Pengadaan Mebe! 15.000.000,00 | PAD
1201 | 53 Belanja Modal 15.000.000,00
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KODE
1 2 3 4 5
12,04 RehabitasiPemelharaan Kendaraan Dings/Operasional 500000000 | PAD
1204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
12.85 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja A.000.000,00 | PAD
1205 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
13. Pengololaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik T1.348.426,00
dan Kearsipan
13.02 Penyusunan, Pandataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 3887342500 | DOS
1302 | 52 Balana Barang dan Jasa 3887342500
1.3.08 Pemeataan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatf 2862500000 | DO8
1308 | 52 Belanja Barang dan Jasa 26.825.000,00
1380 Penyusunan Monografi Desa 2 B50000,00 | mAD
1380 | 52 Balanja Barang dan Jasa 2.850,000,00
14, Penyslenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 147.542.495,00
dan Pelaporan
1400 Penysienggaraan Musyawarah Perancanasn Desa/Pembahasan APBDes ( 7.800.000,00 | DDS
Reguler)
1401 | 52 Balanja Barang dan Jasa 7.800.000,00
1.4.02 Penysienggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 3.000.000,00 | DDS
eguler
1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
14.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP JMDesa/RKPDesa dii) 1048798500 | DDS, PAD
1403 | 52 Balanja Barang dan Jasa 10 46789500
1.4.04 W Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 7.310.000,00 | PAD
1404 | 52 Balarga Barang dan Jasa 7.310.000,00 |
1405 Pengelolasn Administrasi/ ImventansasyPanilaian Aset Desa 14 400.000.00 | DDS |
1408 | 52 Betarja Barang dan Jasa 14 400.000,00
1407 MWLWMM.MMWIMKWIM 271500000 | PAD
1407 | 52 Bedarga Barang dan Jasa 2.T15.000,00
1410 WIWMPMM.MWHKIW 80 354 500,00 | PEK
1410 | 52 Belanja Barang dan Jasa B0.354.500,00
1.4.82 Penghargaan Pumna Tugas bagi Aparatur Pemernintahan Desa 6.405.000,00 | PBH
1492 | 52 Balanja Barang dan Jasa B8.485.000,00
1495 Pengadaan Pakman DinasSeragam 15.000.000,00 | PAD
1495 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
18 Sub Bidang Pertanahan 308.843.323.00
1.5.06 Adminstras| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3.000.00000 | PAD
1508 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1507 Penantuan/Penegasan Balas/patok Tanah Kas Desa 18.920.000,00 | PAD
1507 | 82 Balanja Barang dan Jasa 18.920.000,00
1582 Pengadaan Tanah Milik Desa 206 823.323.00 | PAD
288 923.323,00
1.706.542.150.00




m% URAIAN ”‘T";"}“ SUMBERDANA
1 2 3 4 -]

1. Sub Bidang Pendidikan £3.680.000,00

21.01 Penyesenggaran PAUDITK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 7.200.000.00 | 0OS
(Honor, Pakaian dif)

210 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

21 Pemeliharaan Gadung PAUDITK Milik Desa 56.480.000,00 | PAD

2191 | 52 Belanja Barang dan Jasa 56.480.000,00

22 Sub Bidang Kesehatan 312.115.000,00

220 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lams:a. Insentif) 220.155.000,00 | DDS

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 162.105.000,00

2202 | 53 Belania Modal 58,050.000,00

2203 mmmmwﬂnﬂH{mm,rmmm 327500000 | DOS
der Kesehatan dll)

2203 | 82 Belang Barang dan Jasa 3.275.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 737500000 | DDS

2204 | 52 Belarja Barang dan Jasa 7.375.000,00

2290 Penyslenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) 18.000.000,00 | DDS

2290 | 52 Belara Barang dan Jasa 16.000.000.00

22m Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 400000000 | DDS

22: | 52 Belanja Barang dan Jasa 4,000.000,00

2294 Pamberian makanan tambahan untuk balita'siswa PALUD 19.710.000,00 | DDS

2294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18.710.000,00

22.98 Insantf kader kesehatan/KB 39 60000000 | DOS

2298 | 52 Belanja Barang dan Jasa 30,600.000,00

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.251.517.180.00

2310 Pambangunan/RehabiitasPaningkatan/Pengemsan Jalan Desa **) 205932 000,00 | DD

2310 | 83 Belana Modal 205,932 000,00

231 Pembangunan/Rehabilltas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 367 80375000 | DDS, PBK
Parmukiman **)

2311 | 53 Balanja Modal 357.803.750,00

2312 Pembangunan/RehabilitasyPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ) 585.702.000,00 | DOS

2312 | 83 Balanja Modal £85.702.000.00

2374 m]nmmm Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel 42 07T9.400,00 | PAD, PBK

2314 | 53 Belanja Modal 42,079.400,00

2315 fﬂ-mmmwmw Balal Desa/Bala Kemasyarakatan 50.000.000,00 | PBx

2315 | 82 Beianja Barang dan Jasa 50.000.000,00

24, Sub Bidang Kawasan Pamukiman 30.230.000,00

2491 Pemberian stimulan jamban sehat 30.230.000,00 | DOS

248 | 52 Betanja Barang dan Jasa 30.230.000,00

28. Sub Bidang Pariwisata 49,000.000,00

2802 Pelaksanasn penugasan penankan relribusi obyek wisata dan lempal ofah r §.000.000,00 | PEH
aga oleh pamerintah kabupate
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N o T
1 2 3 4 &

z2882 | 52 Belania Barang dan Jasa $.000.000,00

2898 Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata 40.000.000,00 | DOS

2899 | 53 Batanja Modal 40.000.000,00

3 68,184,000.00

i Sub Bidang Ketenteraman, Metertiban Umum dan Perlindungan 16.580.000,00
Masyarakat

3103 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketartiban & Pedindungan Masy. Skala 16.580.000,00 | PBH
Lokal Desa

3103 | 52 Beiania Barang dan Jasa 18 580.000,00

3z Sub Bidang Kebudaysan dan Keagamaan 35.014.000,00

3260 Pembenan stimulan kegatan keagamasn 1.800.000,00 | PBH

3200 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

3282 Pelaksanasn upacara adatfiradisi daerah tingkal desa 3.300.000,00 | DDS

3292 | 52 Baianja Barang dan Jasa 3.300.000.00

3299 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 29.914.000,00 | DDS

3299 | s2 Belanja Barang dan Jasa 29.914.000,00

33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6.470.000,00

3390 Pelaksanaan penngatan han besar nasional 4 350.000,00 | DDS, PEH

3300 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00

3383 Operasional Karang Taruna 2120.000.00 | PEH

3383 | 52 Belania Barang dan Jasa 2.120.000,00

34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.120.000,00

3495 Dperasional LPMD dan/atau LPMP 1,340.000,00 | PBH

3405 | 52 Balanja Barang dan Jasa 1.340.000.00

3496 Operasional PKK 8.780.000,00 | PBH

3496 | 52 Belanja Barang dan Jasa £.780.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10.300.000.00

44 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 10.300.000,00
Keluarga

440 Palatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2.080.000,00 | DDS

4401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.060.000.,00

4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perindungan Anak 2.060.000,00 | DDS

4402 | 52 Balanja Barang dan lasa 2.060.000,00

4.4.92 Pemibsnaan dan pengembangan Forum Anak Desa 2.080.000,00 | DDS

4492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.060.000.00

4494 Pembinaan ketahanan keluarga 2.060.000,00 | DDS

4494 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.060.000,00

4496 Penyuiuhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada rema;a 2.080.000,00 | DOS

4496 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00

5 §9.627.700.00

51 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 17.627.700,00

5.1.00 Kegiatan Penangguianan Bencana 17.627.700,00 | DDS, PBK, PBP
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REKENING URAIAN m{ Ro) SUMBERDANA
1 2 3 4 ]
5100 | 54 Belanja Tidak Terduga 17.627.700,00
53, Sub Bidang Keadaan Mendesak T2.000.000,00
53.00 Penanganan Keadaan Mendesak 72.000.000,00 | DDS
5300 | 54, Belanja Tidak Terduga 72.000.000,00
JUMLAH BELANJA 3.533.852.961,00
SURPLUS | (DEFISIT) (282.359.163,00)
6. PEMBIAYTAAN
a.1. Penerimaan Pembilayaan 282 355.183,00
PEMBIAYAAN NETTC 282.358.163,00
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